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WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

i

WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679) Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 606,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421 ); '

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah bheberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraiuran Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);



26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2014 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2015
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

Laporan realisasi anggaran,;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Neraca;

Laporan operasional,;

Laporan arus kas;

Laporan perubahan ekuitas;

Catatan atas laporan keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum
Kota Padang.

®oo Q0o

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a
Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 1.947.485.616.093,05
b. Belanja Rp 1.948.501.777.319,96

Defisit Rp 1.016.161.226,91
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp 328.764.004.323,53

- Pengeluaran Rp 17.500.000.000,00

Surplus Rp 311.264.004.323,53



Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp
123.640.394.146,95 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan Rp 2.071.126.010.240,00
2. Realisasi Rp 1.947.485.616.093.,05
Selisih kurang Rp 123.640.394.146,95

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 459.790.027.593,57
dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja Rp 2.408.291.804.913,53
2. Realisasi Rp 1.948.501.777.319,96
Selisih kurang Rp 459.790.027.593,57

c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp 336.149.633.446,62
dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit Rp (337.165.794.673,53)
2. Realisasi Rp (1.016.161.226,91)
Selisih lebih Rp 336.149.633.446,62

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp
27.523.625.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 356.287.629.323,53
2. Realisasi Rp 328.764.004.323,53
Selisih Rp 27.523.625.000,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00
dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 17.500.000.000,00
2. Realisasi Rp 17.500.000.000,00
Selisih Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp
27.523.625.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto Rp 338.787.629.323,53
2. Realisasi Rp 311.264.004.323.53
Selisih Rp 27.523.625.000,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
ayat (1) huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal Rp 328.787.629.323,53
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Rp 328.764.004.323,53

pembiayaan tahun berjalan
Sub total (a - b) Rp 23.625.000,00



c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

(SiLPA/SiKPA) Rp 310.247.843.096,62
Sub total (a-b) + ¢ Rp 310.271.468.096,62
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun Rp (23.625.000,00)
Sebelumnya
e. Lain-lain Rp 0,00
f. Saldo anggaran lebih akhir Rp 310.247.843.096,62
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember
2015 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp  6.799.935.297.356,58

b. Jumlah kewajiban Rp 13.911.474.696,51

c. Jumlah ekuitas Rp 6.786.023.822.660,07
Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO Rp 2.056.241.358.141,60
b. Beban Rp 1.903.739.649.850,84
Surplus dari operasi (a — b) Rp 152.501.708.290,76
c. Surplus dari kegiatan non operasional Rp 135.933.781,00
Surplus sebelum pos luar biasa [(a — b) + c] Rp 152.637.642.071,76
d. Pos luar biasa Rp 279.498.128,00
Surplus-LO [(a—-b) +c]-d Rp 152.358.143.943,76
Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015 Rp 328.759.328.958,53
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 286.441.634.789,09
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (287.457.796.016,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp (17.500.000.000,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp 4.415.565,00
f. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 387.844.499,00
g. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 21.299.000,00
h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2015 Rp 310.656.726.795,62
Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :




a. Ekuitas awal Rp  7.875.534.768.261,34
b. RK (K) PPKD Rp 0,00
c. Surplus / defisit - LO Rp 152.358.143.943,76
d. RK (M) PPKD 2014 Rp 0,00
e. Dampak kumulatif perubahan kebijakan / Rp (1.241.869.089.545,03)
kesalahan mendasar
- Perhitungan mutasi masuk Rp 222.520.529.999,14
dan keluar aset tetap
- Koreksi tambah dan koreksi Rp 290.315.713.685,03
kurang aset tetap
- Penyesuaian/pembayaran Rp (27.772.509,20)
utang jangka pendek
- Koreksi tambah piutang/ Rp 1.393.787.988,18
tuntutan ganti rugi
- Koreksi kurang piutang/ Rp (2.078.998.701,00)
tuntutan ganti rugi
- Koreksi nilai penyisihan Rp 4.507.081.913,26
piutang
- Koreksi nilai investasi/ Rp (16.828.408.422,48)
belanja dibayar dimuka
- Perhitungan mutasi masuk Rp (5.465.000,00)
dan keluar aset lainnya
- Penghapusan aset tetap dan Rp (3.601.311.283,00)
aset lainnya tahun 2015
- Penyesuaian/akumulasi Rp(1.736.105.199.525,46)
aset tetap s/d 2014
- Penyesuaian/akumulasi Rp (1.927.001.649,00)
amortisasi aset tak berwujud
- Penyesuaian atas pendapatan Rp (32.046.040,50)
ditangguhkan
f.  Ekuitas akhir Rp 6.786.023.822.660,07
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

a. LampiranI : Laporan realisasi anggaran
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;



Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7
Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10

Lampiran I.11
Lampiran 1.12
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

®mooo g

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan wurusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Neraca

Laporan arus kas

Laporan operasional

Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Laporan perubahan ekuitas

Catatan atas laporan keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri

dari:

a. Laporan Kinerja, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

b. Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang,
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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PEMERINTAH KOTA PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR 4 Tasu

TENTANG PERTA

LAMPIRAN |
PERATURAN DAERAM KOTS BADANG

1%

SATAN DAY SE_ANIL

SJAVVABAN PELARSANAAN

MNomor . Anggaran Selelah s .
Urut Uraian Perubahan Realisasi Lebin/Kurang o
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN
|
i PENDAPATAN ASLI DAERAH 402.035.190.681,00 370.413.732.165,05 {31.621.458.515,95) 9213
11 Pajan Danrah 241.501 000 000,00 232 870.240318.00 (8 630,759 682.00) $6.43
Restnbus: Dagran 64.351 280 385.00 50.512 577 718.00 (13,838 702 667 .00) 78.50
11 Hasil Pengelclaan wekaysan Dagran yang dipisahikan 15.863 767 190.00 15.352 567 191,00 (511 215.999.00) 96,78
¥t 4 A snigapatan Asi Daeran yang sanh 80319123 106.00 71878 346 938.05 (8 640 776 167.95) 8924
|12 PENDAPATAN TRANSFER 1.651.810.394,559,00 1.549.484.227.508,00 (102.326.167.051.00) 93,81
1.2 Transfer Pemerintan Pusal - Dana Perimbangan 1.194.011.610.558,00 1.169.080.233.009,00 (24.931.377.550,00) 97,91
1211 |Dana Bagi asi Paax 68 900 922.500.00 44 774 572.300.00 (24 126350 200.00) 6498
¥2 12 |Dana Bag +asi Bukan Pajak |Sumber daya Alam | 2654943 059.00 1849 915 709.00 (805.027 350.00) 69.68
1213 |Dana Aigkas: Umum 1.072.429.395.000.00 1072.429 355 000.00 . 100,00
1214 |Dana Alokasi Khusus 50.026.350 000,00 50.026 350 000.00 100.00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lalnnya 356.066.451.000,00 284.853.161.000,00 (71.213.290.000,00) 80,00
1222 |DanaPenyesuaian 356.066 451 000,00 2B4 853 161 000,00 (71.213 280 000.00) 80.00
1.23 Transfer Pemerintah Provinsi 101.732.333.000,00 95.550.833 489,00 (6.181.499.501,00) 93,92
1231 [Pengapatan Bag Hasi Pajak 101.732.333.000.00 95 550 833.499.00 (6181499 501 00) 93.92
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 17.280.425.000,00 27.587 656.420,00 10.307.231.420,00 | 159,65
lras Pantapatan Higan 4 353800 000 00 14661 03142000 10 307 23142000 | 336.74
135 Baniuan revangan dan Proving atau pemenntah daerah lainnya 12926 625 000 00 12:926 625 000,00 - 100,00
Jumlah 2.071.126.010.240,00 1.947.485.616.083,05 (123.640.394.146,95) 94,03
2 BELANJA
2.1 BELANJA OPERASI 2.033.200.572.431,51 1.660.520.699.769,96 (372.679.872.661,55) 81,67
2t Beana Hegawal 1404 012072 73407 1138041 B0O3.167.00 (265 970 269 567.07) 81,06
. Beana B 588 B15:373 643 .44 496 335266 602 96 (92 480 107 340.48) 8429
2t 2.062.500 000.00 1249 805 000.00 {B12 895.000.00) 60,59
5 26 750,232 000.00 18 873 698.000.00 (7 876534 000,00) 70.56
6 5622084 650.00 437 460 000,00 (5 184.624 650.00) 778
b Balara Bantuan sevangan 5938.309 104.00 5582 867.000.00 (355442 104 00) g4.01
2.2 BELANJA MODAL 374,091.232.482,02 287.576.579.422,00 (B6.514.653.060,02) 76,87
221 Balanja Tanan 47 454 789 358.52 41328 082 890,00 (6 126 706 468.52) 87.09
222 Selana Peralatan gan Mesin 56,112 759 474 00 52 740.062 067.00 (3372 697 407.00) 93,99
223 Balanja Gedung dan Bangunan 158 629 860 126,70 109 537 955 862.00 (48681 904 264,70) 69.12
224 Belana Jalan Ingasi gan Janngan 107 739.995.122.80 80 605 112.603.00 (27 134 882 519.80) 74,81
225 Helama Asel TetaplLainnya 2.028 929.500.00 2011 531.000.00 (17 398 900.00) 9914
26 Belanja Aset Lainnya 2124 898 500.00 1.253 835 000.00 (871.063.500.00)
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 1.000.000.000,00 404.498.128,00 |595.501,872.00} 40.45
231 Belanja Tidak lerduga 1.000.000.000.00 404 498 128.00 (595 501 872.00) 40 45
| | S
Jumlah 2.408.291.804.813,53 1.948.501.777.319,86 (459.790.027 593.571‘ 80.91 |
|
z4 TRANSFER 0,00 0.00 0,00 ‘
241 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 0,00 0,00 0,00
12471 |Bag hasi Pajal 0.00 000 0.00
[za+2  |sag was ‘ 0.00 000 0.00 .
laa 13 l'__n‘,\;, Hasil Pengapatan Lannya 0.00 000 0.00 |
| |
| Defisit (337.165.784.673,53) (1.016.161.226,91) (337.165.794.673,53) 0,30
3 ’PEMBIAYAAN
i iPENERIMAAN DAERAM 356,287.629.323,52 328.764.004.323,53 (27.523.625.000,00) 92,27
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